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BAB 1

PENDAHULIAN

1.1. Latar Belakang

Dunia telah memasuki era information overload atau ‘banjir
informasi’. Jacoby (1977) menggambarkan istilah ‘banjir informasi’
sebagai situasi di mana informasi menyebar dengan kuantitas besar dan
bergerak dengan sangat cepat sehingga masyarakat tidak lagi bisa memilah
mana informasi yang faktual, dan mana yang hanya simpang siur (dalam
Benselin & Ragsdel, 2016, p. 2). Hal ini tidak akan jauh dari adanya peran
teknologi yang terus-menerus melakukan perkembangan sehingga
bermunculan produk-produk canggih yang memungkinkan manusia untuk
mencari informasi dengan cepat, murah, efektif, dan efisien. Salah satu
teknologi yang berdampak besar pada penyebaran informasi saat ini adalah
internet.

Internet secara tidak langsung telah mengubah pola konsumsi
informasi masyarakat luas. Dengan berbagai macam produk internet
tersedia, informasi akan mudah tersebar dan didapatkan. Dulu, mungkin
masyarakat masih mampu menyaring sendiri informasi mana saja yang
memang ia butuhkan dan mana yang tidak. Namun kini, dengan adanya
internet, pola konsumsi informasi menjadi lebih berlimpah dan masif.

Dengan kemudahan yang dihadirkan oleh internet, masyarakat akan
dengan mudah mendapatkan segala jenis informasi, dari informasi yang

memang sangat mereka dibutuhkan sampai dengan infomasi yang bahkan
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tidak dibutuhkan sama sekali. Akibatnya, pola konsumsi informasi
masyarakat Kini akan cenderung menjadi pasif karena tanpa perlu dicari
pun, informasi juga akan datang, misalnya saja pencarian informasi yang
dilakukan melalui mesin pencari ataupun postingan-postingan dan
unggahan-unggahan yang dapat dilihat melalui media sosial. Kemudian,
ditambah lagi hadirnya fitur ‘share’ yang semakin memudahkan
penyebaran informasi itu menjadi lebih luas lagi. Fenomena ini yang
kemudian mengantarkan masyarakat kepada era ‘“Kekacauan Informasi”
atau Information Disorders.

“Kekacauan Informasi” merupakan spektrum penilaian yang
digunakan untuk mengkategorisasi penyimpangan yang dimiliki oleh
sebuah informasi. Hal ini dikarenakan penyimpangan informasi dinilai
terlalu kompleks dan dilandasi oleh intensi, motivasi, dan konteks yang
berbeda-beda untuk bisa digeneralisasikan ke dalam satu istilah saja (dalam
Wardle & Derakhshan, 2018, p. 43). Oleh karena itu, Wardle & Derakhan
membagi spektrum penilaian ini ke dalam tiga ketegori, vyaitu
misinformasi, disinformasi dan mal informasi. Namun, bagi masyarakat
Indonesia, penyebutan ‘“kekacauan informasi”, “misinformasi”’, dan
“disinfomasi’ masih belum lazim digunakan sehingga masyarakat masih
cenderung mengenal dan menggunakan istilah ‘“hoaks” untuk merujuk
kepada informasi yang salah.

MacDougall (1958) mendefinisikan “hoaks™ sebagai “deliberately

concocted untruth made to masquerade truth”—potongan informasi yang
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secara sengaja diciptakan untuk merugikan atau memanipulasi orang lain
atau secara langsung merujuk kepada informasi yang sama sekali tidak
berdasarkan fakta (dalam Utami, 2018, p. 88). Definisi hoaks tersebut
selaras dengan bagaimana Wardle & Derakhan (2017 & 2018)
mendefinisikan “disinformasi” sebagai informasi salah yang dengan
sengaja diciptakan untuk merugikan individu, kelompok, organisasi, atau
bahkan negara tertertentu. Oleh karena itu, dalam studi ini, “hoaks™ dan
“disinformasi” dapat dilihat dengan kedudukan yang sama.

Berkaitan dengan penyebaran hoaks di Indonesia, Masyarakat
Telematika Indonesia (2017) telah melakukan survei kepada 1.116
responden mengenai penyebaran hoaks pada tahun 2017. Hasil yang
ditemukan adalah 44,30% masyarakat mendapatkan berita bohong setiap
harinya dan 17,20% masyarakat mendapatkan hoaks lebih dari satu kali
sehari. Selain itu, ditemukan pula bahwa 92,4% penyebaran hoaks paling
banyak diterima masyarakat adalah melalui media sosial, seperti Facebook,
Twitter, Instagram, dan lainnya. Kemudian diikuti dengan penyebaran
hoaks melalui aplikasi chatting sebanyak 62,80% (dalam Infografis Hasil
Survey MASTEL Tentang Wabah HOAX Nasional: Website Masyarakat
Telematika Indonesia, 2017, slide 17 & 19). Sementara itu, jika dilihat
penyebaran hoaks berdasarkan kontennya, tiga kategori terbesar dalam
jenis hoax yang didapat setiap harinya yaitu 91,80% politik, 88,60%
SARA, dan 41,20% mengenai kesehatan (dalam Infografis Hasil Survey

MASTEL Tentang Wabah HOAX Nasional: Website Masyarakat
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Telematika Indonesia., 2017, slide 18).

Hasil survei ini juga sebanding dengan hasil pemantauan yang
dilakukan oleh Masyarakat Anti Fitnah Indonesia (MAFINDO) selama
Juli-September 2018. MAFINDO menemukan sebanyak 230 hoaks,
ratusan diantaranya adalah berita palsu yang berhubungan dengan isu
politik Indonesia. Hoaks dengan isu politik menempati posisi pertama
dengan 58,7% (135 berita). Kemudian diikuti dengan isu agama sebesar
7,39% (17 berita) dan isu penipuan dengan persentase 7,39% (17 berita)
(Puspitasari, 2018, para 8-11).

Mastel (2017) menyatakan bahwa wabah hoaks telah menjadi
masalah nasional karena sangat berpengaruh buruk terhadap nilai
persatuan, menimbulkan perpecahan, dan gangguan keamanan yang dapat
mengganggu pembangunan nasional (dalam Infografis Hasil Survey
MASTEL Tentang Wabah HOAX Nasional: Website Masyarakat
Telematika Indonesia, 2017, slide 4). Maraknya penyebaran informasi
yang menyimpang kebenarannya ini tentu cukup meresahkan masyarakat
karena harus diakui bahwa tidak semua orang mampu atau mungkin malas
untuk mencari dan mengakses referensi atau data untuk mengecek
kebenaran dari informasi tersebut.

Dengan dimulainya -masa kampanye Pemilihan Presiden (Pilpres)
2019 pada 23 September 2018, kecendrungan meningkatnya penyebaran
hoaks dan disinformasi menjadi lebih besar. Menurut data Kominfo (2019),

penyebaran hoaks isu -politik “mengalami peningkatan yang- cukup
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signifikan. Selama Agustus 2018-Februari 2019, Kominfo telah
memverifikasi 771 hoaks yang tersebar di internet, 181 di antaranya
merupakan konten hoaks dengan isu politik yang menyerang pasangan
capres dan cawapres maupun terkait dengan partai politik peserta pemilu
(Hutabarat, 2019, para. 6-7). Kemudian pada Maret 2019, penyebaran
hoaks yang telah terverifikasi oleh Kominfo kembali meningkat dengan
total keseluruhan menjadi 1.224, dengan spesifikasi jumlah hoaks isu
politik yaitu 130 konten. Dengan demikian, total konten hoaks isu politik
terverifikasi selama Agustus 2018 — Maret 2019 menjadi 311 konten
(Siaran Pers No. 69/HM/KOMINFO/04/2019, 2019, para. 1-2).

Dalam masa kontestasi politik, hoaks dan disinformasi dapat
digunakan sebagai senjata oleh para aktor politik untuk menggiring opini
publik, baik untuk menunjang elektabilitasnya maupun menyerang
seseorang atau kelompok yang berlawanan dengannya (dalam Sumandoyo,
2016, Desember 16, para. 16-17), misalnya dengan membuat klaim-klaim
politik yang belum tentu sesuai dengan data konkrit yang tersedia, atau
klaim-klaim = memberatkan lawan politiknya. Montopoli (2012),
menyebutkan salah satu alasan mengapa para aktor politik memiliki
kecendrungan untuk membuat klaim politik tersebut dikarenakan “demand
side of the political market”, yaitu bagian dari ‘penawaran’ yang biasa
dilakukan dalam dunia politik (dalam Bucciol, 2018, p. 199).

Bagi para pendukungnya, pernyataan aktor politik tersebut dapat

dianggap sebagai pernyataan konkrit. Nyatanya, tidak semua fakta pada
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klaim tersebut benar adanya. Kesalahan dalam pengutipan, penyebutan
angka pada data, fakta yang dilebihkan atau dikurangi, dan penyampaian
konteks yang tidak sesuai memang bisa saja terjadi. Namun, jika klaim
(yang salah) tersebut tersebar luas, akan cenderung menimbulkan
misinformasi atau bahkan disinformasi. Dalam hasil survei Edelman Trust
Barometer (2018) pun, Indonesia berada dalam daftar negara dengan
persentase 76-80% dalam tingkat kekhawatiran bahwa perita palsu dan
berita bohong dapat dijadikan ‘senjata’ oleh para aktor politik dan dapat
memberikan pengaruh buruk bagi persatuan bangsa Indonesia (dalam
Gerintya, 2018, para. 6).

Mengenai pandangannya akan banyaknya hoaks dengan isu politik
tersebar bebas di Indonesia, Deddy Mulyana, seorang ahli ilmu
komunikasi, berpendapat bahwa penyebaran wabah hoaks berisikan isu
politik bukan hanya terjadi di Indonesia saja, tetapi juga terjadi di sebagian
besar negara yang berkiblat demokrasi, seperti Amerika Serikat. Namun,
efek yang dihasilkan dari hoaks pada negara tersebut tidak masif
sebagaimana yang terjadi di Indonesia. Hal ini dikarenakan masyarakat
yang ada pada negara tersebut telah melalui tradisi literasi sebelum era
media sosial dimulai, berbeda dari masyarakat Indonesia sehingga hoaks
‘mudah diterima’ di Indonesia. Deddy Mulyana juga berpendapat bahwa
mudahnya. wabah hoaks ini masuk ke Indonesia karena kebanyakan
masyarakat Indonesia tidak terbiasa berpendapat secara demokratis dan

sering berbicara tanpa menggunakan data-data. Hal ini juga dikarenakan
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budaya Indonesia yang kolektivis sehingga kurang diiringi oleh
keterampilan pengolahan data yang baik (dalam Rudi, 2017, para. 7-8).
Oleh karena itu, dalam mengatasi munculnya berbagai informasi yang
meyimpang, salah satunya melalui platform media sosial, mulailah
bermunculan para fact-checker (pengecek/pemeriksa fakta), baik terbentuk
melalui organisasi media maupun lembaga-lembaga independen, untuk
melalukan pemeriksaan terhadap fakta-fakta (fact-checking) pada informasi
tersebut.

Vlachos dan Riedel (2014) mendefinisikan fact-checking sebagai
peran jurnalis atau lembaga independen untuk menilai kebenaran akan
sebuah klaim yang dibuat dalam konteks tertentu. Dalam hal ini, Vlachos
dan Riedel menjelaskan bahwa kebenaran yang didapatkan dari fact-
checking tidak sepenuhnya bisa langsung mengeksekusi bahwa klaim
tersebut benar atau salah karena keputusan terakhir mengenai kebenaran
klaim tersebut terletak pada fakta-fakta yang ditemukan. Fakta bisa saja
menunjukan bahwa klaim tersebut sebagian benar dan sebagian salah. Hal
ini dikarenakan konteks adalah hal yang krusial dalam fact-cheching
(Vlachos & Riedel, 2014, p. 19).

Sementara itu, Lucas Graves (2013) mendefinisikan fact-checking
sebagai praktik jurnalistik dalam menaksir atau menilai klaim yang sudah
dipublikasikan.  Media yang dilabeli fact-checking harus menjelaskan
secara terperinci di mana letak kesalahan dan kekeliruan pada klaim

tersebut sesuai dengan konteks informasi yang disampaikan (Graves, 2013,
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p. 3). Graves menyebutkan bahwa mulainya pergerakan fact-checking
sudah berjalan sejak dua dekade yang lalu. Namun, mulainya era baru fact-
checking saat ini adalah Desember 2009. Dua bulan sejak terjadinya
peristiwa 9/11 di Amerika Serikat, di mana banyak orang, terutama
blogger konservatif, merasa media tidak menyampaikan peristiwa secara
terbuka dan menyeluruh (Graves, 2013, 1-2). Ada tiga situs di Amerika
Serikat yang menjadi pelopor pergerakan fact-checking, vaitu
FactCheck.org, diluncurkan tahun 2003 oleh Annenberg Public Policy
Center; PolitiFact, sebuah projek independent oleh Tampa Bay Times
yang di luncurkan pada tahun 2007; Rubrik “Fact Checker” yang awalnya
hanya sebuah campaign dari Washington Post yang dipublikasikan pada
tahun 2008, lalu menjadi rubrik tetap sejak 2011 (Graves, 2013, p. 3-4).

Di Indonesia sudah ada lima organisasi media yang berhasil lolos
dalam verifikasi Jaringan Periksa Fakta International (International Fact-
Checking Network/IFCN) dan berhasil mendapatkan title fact-checking
journalism di Indonesia. Kelima media tersebut adalah Tirto.id,
Liputan6.com, Tempo.co, MAFINDO, dan Kompas.com (Kompas, 2018,
Oktober 17, para. 10). IFCN adalah sebuah jaringan media internasional
yang didirikan oleh Poynter Intitute. Jaringan ini berdedikasi penuh untuk
menyatukan seluruh fact-checker secara global. Fokus kerja utama dari
jaringan ini adalah untuk mengurangi penyebaran “kekacauan informasi”
di seluruh dunia (Fact-Checking, 2019, para. 1-2).

Dari kelima organisasi media tersebut, Tirto.id adalah media online
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pertama yang lolos dalam verifikasi IFCN. Tirto.id lolos dalam verifikasi
IFCN pada 12 Januari 2018. Di ASEAN, Tirto.id menjadi media siber
ketiga yang lolos verifikasi IFCN, di mana sebelumnya media siber Rapple
dan Vera Files dari Filipina bergabung dalam jejaring fact-checking IFCN
(Yuniar, 2018, para. 1-2). Dalam data assessment yang dikumpulkan oleh
tirto.id kepada IFCN yang bisa dilihat secara publik melalui website resmi
Poynter, diketahui bahwa sebelumnya Tirto.id telah mengumpulkan
sepuluh (10) hasil liputan ‘Periksa Data’ yang terbagi dalam dua kategori
yaitu live fact-checking dan mild analysis/report.

Kemudian pada 2 April 2018, Tirto.id ditunjuk sebagai fact-checker
dalam program third party fact checking yang dilakukan oleh Facebook.
Hal ini bertujuan untuk mengurangi penyebaran informasi yang
menyimpang dalam media sosial Facebook. Alice Budisatrijo, News
Partnership Lead Facebook Indonesia, berpendapat alasan terpilihnya
Tirto.id sebagai fact-checker untuk Facebook karena portal berita tersebut
merupakan media siber pertama di Indonesia yang memiliki akreditasi
pemeriksa fakta/fact-checker (Zaenudin, 2018, para 6-7). Tirto.id sudah
membuktikan kemampuannya dalam melakukan fact-checking, terlihat dari
penjabaran metodologi dalam mengolah data dan informasi. Tirto.id
menggunakan dua metodologi, yaitu ‘periksa data’ dan ‘riset mandiri’.
Melakukan komparasi pernyataan narasumber dan data resmi, serta
melakukan survei langsung guna memverifikasi kebenaran informasi

(Metodologi Periksa Data dan Riset Mandiri, 2017, para 1&5). Dengan
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menggunakan metodologi ini, Tirto.id telah berhasil membuktikan
kebenaran pada informasi yang tersebar di internet ataupun klaim-klaim
politik yang berpotensi menimbulkan ambiguitas (makna ganda) pada
persepsi masyarakat.

Penelitian ini akan berpusat pada proses-proses yang dilakukan
selama praktik fact-checking pada media Tirto.id terhadap isu pemilu 2019
yang dimulai sejak masa kampanye dimulai. Merujuk pada data-data
peningkatan hoaks yang dikeluarkan oleh Kominfo sebelumnya,
penyebaran misinformasi dan disinformasi selama masa kampanye ini akan
terus meningkat. Tujuan oknum-oknum tersebut memang bisa jadi apa pun.
Namun, pada masa kampanye seperti saat ini, menyebarkan disinformasi
dan misinformasi bisa jadi bertujuan untuk menggiring opini, mencoreng
citra, dan mungkin menjadikan disinformasi sebagai bahan black campaign
dari/kepada pasangan calon Capres dan Cawapres. Peneliti melihat ini
sebagai kesempatan untuk para fact-checker menjadi lebih aktif dalam
menguji misinformasi atau disinformasi yang tersebar luas.

Peneliti juga akan mengimplementasikan analisis Actor-Network
Theory (ANT) dalam menjabarkan proses yang dilakukan selama praktik
fact-checking pada media Tirto.id terhadap isu Pilpres 2019. Asumsi teori
ini pada dasarnya menyatakan bahwa sebuah realitas itu terbentuk, bukan
hanya dari terbentuk dari satu jenis entitas saja, melainkan gabungan dari
berbagai entitas. Oleh karena itu, dalam sebuah jaringan interaksi, kita

tidak bisa hanya fokus kepada entitas sosial (manusia) saja, tetapi ada juga
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entitas nonmanusia yang juga perlu ‘diapresiasikan’ keterlibatannya (Dewi,
2013, p. 94). Peneliti merasa teori ini pantas menjadi acuan dari penelitian
ini karena fokus yang diteliti adalah mengenai praktik fact-checking
Tirto.id, di mana hasil pengecekan fakta yang dipublikasikan tersebut tidak
hanya berasal dari internal wartawan saja, tetapi ada pengaruh eksternal,
seperti teknologi pendukung, lingkungan kerja, paham yang dianut, dan
lainnya. Kemudian, ‘jaringan’ yang terbentuk dapat berpengaruh pada hasil
akhir dari sebuah pemikiran.

Penelitian ini dirasa penting untuk dilakukan dikarenakan masih
minimnya studi mengenai jaringan-aktor (ANT) di Indonesia, terutama
pada praktik fact-checking di Tirto.id. Kemudian penelitian ini penting
juga dilakukan untuk memperlihatkan sudut pandang baru mengenai
praktik fact-checking. Sebagaimana pada penelitian-penelitian sebelumnya
mengenai proses fact-checking, belum ada yang melihat praktik fact-
checking ini melalui sudut pandang hubungan jaringan yang terbentuk:
menjabarkan siapa atau apa saja yang berperan penting atau memberikan
kontribusi selama proses pemeriksaan fakta berlangsung. Selain itu,
penting juga dalam penelitian ini untuk melihat hubungan mesin dengan
manusia, antara para aktor yang ada di dalam jaringan tersebut sehingga
memperlihatkan bagaimana kedua entitas tersebut dapat bersinergi untuk
meyukseskan proses pemeriksaan fakta, terutama pada praktik Periksa

Fakta yang dilakukan oleh media Tirto.id.
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1.2 Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang penelititan yang telah dijabarkan di atas,
rumusan masalah dalam penelitian adalah bagaimana pendekatan ANT

digunakan untuk menganalisis proses fact-checking di media online.

1.3 Pertanyaan Penelitian
Berdasarkan rumusan masalah yang sudah diuraikan di atas, berikut
pertanyaan penelitian yang peneliti ajukan:
1. Siapa saja aktor-aktor yang terlibat dalam praktik fact-checking
terkait isu Pilpres 2019 pada media Tirto.id?
2. Bagaimana jaringan aktor yang terbentuk selama proses fact-
checking di Tirto.id berlangsung ketika melakukan pemeriksaan

fakta terhadap klaim yang terkait dengan isu Pilpres 2019?

1.4 Tujuan Penelitian
Dengan pertanyaan penelitian di atas, penelitian ini bertujuan
untuk:
1. Mengidentifikasi siapa saja aktor-aktor yang terlibat dalam praktik
fact-checking terkait isu Pilpres 2019 pada media Tirto.id.
2. Menjelaskan jaringan aktor yang terbentuk selama proses fact-
checking di Tirto.id ketika melakukan pemeriksaan fakta terhadap

Klaim yang terkait dengan isu Pilpres 20109.
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1.5 Kegunaan Penelitian

Kegunaan utama dalam penelitian “Periksa Fakta dan Kekacauan

Informasi (Information Disorders) pada Pilpres Indonesia 2019: Studi

Jaringan-Aktor (ANT) dalam Praktik Fact-Checking di Media Tirto.id”

adalah sebagai berikut:

1.5.1 Kegunaan Akademis
Penelitian ini diharapkan memberikan pandangan baru bagi studi
ilmu  komunikasi khususnya bidang jurnalistik mengenai
pengimplementasian Teori Jaringan-Aktor (ANT) terhadap bentuk
praktik jurnalistik baru, yaitu fact-checking. Sebelumnya Teori
Jaringan-Aktor (ANT) ini lebih sering dikaikan dengan bidang
sains dan teknologi saja. Namun Kini, perspektif ANT dapat
digunakan untuk menganalisis dan memberikan pandangan baru
terhadap praktik jurnalistik. Hal ini dikarenakan praktik jurnalistik
dan perkembangan teknologi nyatanya tidak dapat dipisahkan. Oleh
karena itu, penelitian ini akan menjabarkan bagaimana perspektif
ANT melihat jaringan yang terbentuk selama proses proses fact-
checking berlangsung dan juga kontribusi para aktor yang terlibat di
dalamnya.
1.5.2 Kegunaan Praktis

Penelitian mengenai penerapan fact-checking ini diharapkan dapat
menjelaskan secara terperinci penerapan fact-checking dalam

proses pengecekan fakta kepada klaim yang dibuat oleh aktor-aktor
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politik sehingga bisa dipraktikan langsung oleh para jurnalis yang
sedang mempelajari mengenai fact-checking, terutama terhadap

pemeriksaan klaim terkait Pilpres 2019.

1.6 Keterbatasan Penelitian
Penelitian ini memiliki sejumlah harapan di dalam tujuan serta
kegunaan secara spesifik. Namun, penelitian ini tentu juga memiliki
keterbatasan, di antaranya:

1. Penelitian ini hanya difokuskan pada menganalisis serta
mendeskripsikan secara terperinci mengenai konsep dan penerapan
fact-checking yang dipraktikan oleh Tirto.id, mengaitkannya
dengan studi kasus sehingga penelitian dibatasi dan tidak akan
membahas seberapa banyak atau apa pengaruh berita yang
dipublikasikan kepada sejumlah khalayak atau masyarakat.
Penelitian ini difokuskan untuk mengetahui bagaimana segi
pengolahan produksi sebagaimana ‘dapur’ media dan konten,
dalam konteks ini, konten dan media yang diteliti adalah Periksa
Fakta Tirto.id berkaitan dengan pengecekan fakta terhadap
penyimpangan informasi isu Pilpres 2019 dengan menggunakan
analisis Teori Jaringan-Aktor (ANT).

2. Dalam penelitian ini juga, peneliti hanya akan melibatkan aktor-
aktor dan aktan utama saja yang terlibat langsung selama

pemeriksaan fakta (fact-checking) Tirto.id berlangsung, -dimulai
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